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Abstrak: Kekosongan hukum menyebabkan interpretasi yang beragam dan seringkali merugikan pasangan beda agama.
Menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan tertulis dan studi kepustakaan untuk
memahami bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam konteks ini. Berdasarkan UU Adminduk yang diperbarui oleh
UU Nomor 24 Tahun 2013, perkawinan yang keluar sebuah penetapan oleh pengadilan, termasuk perkawinan beda
agama, diakui secara administratif. Namun, tantangan tetap ada karena pandangan agama yang melarang
memperbolehkan perkawinan berbeda agama mempengaruhi penerimaan hukum positif. Penelitian ini mengkaji
bagaimana teori keadilan, khususnya teori keadilan distributif dan retributif, dapat digunakan untuk menilai kebijakan
dan praktik pencatatan perkawinan beda agama. Hasil analisis menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum negara
dan nilai-nilai agama untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan
agama. Penelitian yang dilakukan dapat memberikan ilmu dan masukan teruntuk pembuat dan pemberi kebijakan atau
peraturan saat merumuskan regulasi yang lebih inklusif dan adil terkait perkawinan beda agama di Indonesia.
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Pendahuluan

Perkawinan beebeda kepercayaan/agama dalam peraturan hukum di Indonesia
memiliki akar sejarah sejak era Pemerintah Hindia Belanda, di mana hukum dan ketentuan
agama sering diabaikan dalam urusan perkawinan. Hal ini tercermin dalam Regeling op de
Gemengde Huwelijken (GHR) atau peraturan mengenai perkawinan campuran yang diatur
dalam Staatblad 1898 Nomor 158. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara tegas melarang perkawinan beda agama,
sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang
kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan, dalam Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan
oleh pengadilan termasuk perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Terdapat masalah yaitu tentang perkawinan berbeda kepercayaan atau agama yang
tidak dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa esensi perkawinan di
Indonesia didasarkan pada aturan agama. Maka karena itu, perkawinan/pernikahan yang
tidak memiliki landasan agama dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan
Pasal no 8 huruf (f), yang menyatakan bahwa hubungan yang dilarang oleh agama atau
peraturan lain yang berlaku tidak boleh dilangsungkan. Karena agama-agama yang ada di
Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, hukum positif secara otomatis
juga tidak memperbolehkannya. Mahkamah Agung menegaskan Putusan MK dengan
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. SEMA ini
memberikan panduan kepada para hakim dalam mengadili permohonan pencatatan
perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dan kepercayaan.

Setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang
ditujukan kepada Ketua/Kepala pada Pengadilan Tinggi dan Ketua/Kepala Pengadilan
yang berada di tingkat pertama, diharapkan seluruh hakim agar mematuhi SEMA yang
sudah di edarkan. SEMA ini ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, dan
pejabat lain dalam lingkungan peradilan, sehingga sesuai dengan kebijakan/peraturan yang
telah berlaku di internal lembaga peradilan.

Metode Penelitian

Penelitian memakai metode penelitian yang untuk memastikan dan memperoleh
kebenaran, menjadi panduan saat melakukan analisis data pada saat melakukan dan
memmebikan hasil penellitian. Dalam penyusunan penelitian yang dilakukan ini,
diperlukan cara/metode penelitian yang benar guna untuk memudahkan pelaksanaan
penelitian ataupun penyusunan laporan secara sistematis. Metode penelitian yang
digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis sekaligus
normatif, yang mana digunakan guna menelaah peraturan tertulis melalui studi kebukuan.

Hasil dan Pembahasan

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang
untuk melegalisasi perkawinan beda agama seakan menjadi berita baik. Undang-undang
ini memberikan suatu pilihan bagi pasangan yang berbeda keyakinan untuk membuat
permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh sebuah putusan penetapan agar
memperbolehkan perkawinan beda agama ataupun keyakinan guna memberikan instruksi
kepada Kantor Catatan Sipil agar mencatatkan perkawinan/pernikahan yang dimohonkan
ke dalam administrasi Pencatatan administrasi Perkawinan. Peraturan yang mengatur
administrasi kependudukan dan perkawinan beda agama di Indonesia adalah Undang-
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Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU Adminduk menyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, bahwa Setiap warga negara bisa mendapat pelayanan administrasi
kependudukan, sama hal nya dengan pendaftaran perkawinan. Peraturan ini juga
menyebutkan bahwa setiap penduduk ataupun negara memiliki hak untuk memeluk
agama dan keyakinan masing-masing. Berlandaskan pasal 34 dan 35 UU Adminduk,
pencatatan perkawinan beda agama pada dasarnya sudah sesuai dengan konsep teori
keadilan yang dinyatakan oleh John Rawls.

Menurut konsep keadilan Rawls, setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang
paling luas, termasuk dalam hal perkawinan. Setiap orang bebas memilih pasangan mereka
asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk perkawinan antaragama setelah
penerbitan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini
menunjukkan bahwa perkawinan antaragama diizinkan dalam konteks administrasi.
Apabila dikaitkan dengan pencatatan perkawinan beda agama, maka hal tersebut sudah
sejalan dengan teori keadilan Rawls. Perkawinan beda agama pada hakikatnya
mendeskripsikan kepentingan warga yang tidak mengorbankan kepentingan masyarakat
lainnya.

Perkawinan beda keyakinan merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek
hukum, agama, dan sosial. Di Indonesia, pernikahan antara pasangan dengan keyakinan
yang berbeda sering kali menghadapi tantangan administratif dan hukum, terutama dalam
proses pencatatan perkawinan. Pasangan yang ingin menikah dengan keyakinan berbeda
sering kali harus menghadapi prosedur yang rumit untuk mendapatkan izin atau
penetapan dari pengadilan yang memungkinkan perkawinan mereka dicatat secara resmi.
Langkah ini penting agar pernikahan mereka diakui secara hukum dan administratif oleh
negara. Selain aspek hukum, perkawinan beda keyakinan juga melibatkan pertimbangan
budaya dan sosial. Pasangan perlu mengatasi perbedaan keyakinan dan tradisi masing-
masing, serta potensi tekanan dari keluarga dan komunitas. Dialog yang terbuka dan saling
pengertian sangat penting dalam menghadapi perbedaan ini. Meskipun tantangan yang
dihadapi cukup besar, pasangan dengan keyakinan berbeda tetap memiliki hak untuk
menikah dan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang setara. Hal ini
mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan individu dalam
memilih agama dan keyakinannya serta hak untuk membangun keluarga.

Apabila dikaitan dengan konsepsi keadilan menurut Rawls dengan pencatatan beda
agama berdasarkan teori keadilan, pada dasarnya seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya yaitu pencatatan beda keyakinan/agama tersebut tidak berlawanan dengan
teori keadilan Rawls. Pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam tiga konsepsi keadilan
menurut Rawls. Konsepsi teori keadilan John Rawls hanya berfokus kepada kesejahteraan
masyarakat dari segi ekonomi dan tidak mengatur terkait dengan hak untuk diakui terkait
dengan status perkawinan beda agama.
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Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti dapat membuat kesimpulan yaitu,
pada dasarnya pencatatan perkawinan beda agama sudah sejalan dengan teori keadilan
John Rawls. Konsep keadilan Rawls berdasar atas skema kebebasan dasar yang paling luas
yaitu sebuah perkawinan. Setiap orang bebas menentukan siapa pasangan selama itu
diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama perkawinan beda agama
pasca adanya Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian Rawls menilai
bahwa keadilan itu berupa terpenuhinya hak yang sama terhadap kebabasan dasar (equal
liberties). Rawls juga menilai bahwa pencatatan perkawinan beda agama pada dasarnya
sudah sesuai dengan prosedur, terlepas dari bagaimana hasilnya dan ada atau tidak
manfaat atas dikeluarkan peraturan tentang pencatatan perkawinan beda agama tersebut.
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